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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARATbahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka berkaitan

dengan proses penyelenggaraan perencanaan di Daerah, Pemerintah

Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai rencana tahunan daerah,bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud

huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani

oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2011,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Namor 104,

Tambahan Lembaran Negara NomorAAL,

Mi

a

b,

Kn

1,

2

3.

4

5.



Memperhatikan :

Menetapkan

10.

14.

12.

13.

14,

15.

16.

17,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817):Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2006-2010.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat:
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Sumatera Barat,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009:Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Barat:
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sumatera Barat:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009
perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010

MEMUTU SKAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011,

Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 yang

selanjutnya disebutkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 merupakan
dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu (1) tahun yaitu Tahun 2011,



(2) RKPD Provinsi Sumatera Barat “Tahun 2011 sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1) merupakan acuan bagi:a. Seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah termasuk Satuan Kerja
Perangkat |

Daerah (SKPD) Provinsi

Sumatera Barat:
b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 serta usulan Rencana Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.Pasal 2Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2011 mengacu

kepada Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 yang dituangkan

dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten/Kota.
Pasal 3Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011

'

sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 4Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Barat.

Ditetapkan di Padangpada tanggal 27 Mei 2010GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN
Diundangkan di Padangpadatanggal 27 Mei 2010PIt.SEKRETARIS DAERAH

MAHMUDA RIVAI , SH, MMPembina Utama MadyaNIP, 19531221 198310 1001
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010 NOMOR : 20


